Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 06 No 02 Agustus 2025 (1-14)

https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index ' ' Pu bl i Sh | n g

Prefix 10.47134

Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan
Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

Rustini, Muhammad Khozin*
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kantor
Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dan untuk memberikan rekomendasi agar Kalurahan
Srihardono dapat melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan. Sehingga dapat mewujudkan
pelayanan yang berkualitas sebagai ciri pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode
pendekatan kuantitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada
masyarakat yang menerima layanan di Kalurahan Srihardono. Sampel penelitian ini berjumlah 91 responden yang
ditentukan dengan teknik accidental sampling. Kualitas pelayanan dianalisis menggunakan 5 (lima) dimensi model
SERVQUAL yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan
empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono secara
umum berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 81,59%. Dimensi empati memperoleh nilai tertinggi yaitu
84.07%, sedangkan dimensi ketanggapan dan jaminan memiliki nilai paling rendah. Temuan penelitian ini menunjukkan
pentingnya penyusunan SOP layanan, peningkatan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pegawai guna mendukung
pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien dan profesional.
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DOL: Abstract: This study aims to determine the quality of public services provided by the
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Fmail: ozintunisayogya.acid Village to achieve quality service as a representation of good governance. The method
employed in this study was a quantitative-descriptive approach. This study utilized a
questionnaire instrument distributed to residents receiving services in Srihardono
Village. The sample size for this study was 91 respondents, determined using an accidental
sampling technique. The service quality was analyzed using 5 (five) dimensions of the
SERVQUAL model, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy. The results of the study indicate that the quality of public services at the

oY Srihardono Village Office is generally in the very good category with an average value of
81.59%. The empathy dimension obtained the highest value of 84.07%, while the
responsiveness and assurance dimensions had the lowest values. The findings of this study
indicate the importance of preparing service SOPs, improving employee competence,
credibility, and integrity to support transparent, effective, efficient, and professional
public services.
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Pendahuluan

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (Dewi & Suparno, 2022). Pemerintah memegang peran
krusial dalam memastikan bahwa setiap warga negara menerima layanan yang berkualitas
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pelayanan publik yang
berkualitas merupakan harapan utama seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan
(Harahap, 2024). Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan
masyarakat, akan tetapi juga dari tercapainya pelayanan yang prima dan profesional. Di
era reformasi birokrasi, tuntutan terhadap pelayanan yang transparan, responsif, dan
profesional semakin meningkat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya mencakup
pemenuhan kebutuhan, tetapi juga keadilan, keterjangkauan, kecepatan, dan kepuasan
masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat sebagai salah
satu upaya perbaikan layanan (Mursalin et al, 2024).

Kantor kalurahan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan
pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Upaya tersebut
sebagai langkah untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang
baik. Hal ini penting karena berkaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait
rendahnya mutu pelayanan yang diberikan aparat kalurahan. Permasalahan pelayanan
tersebut mencerminkan kelemahan tata kelola kalurahan yang berdampak langsung pada
menurunnya kualitas pelayanan publik (Mozin & Isa, 2023). Akibatnya, birokrasi sering kali
dipandang memiliki citra buruk karena kualitas pelayanan publik dinilai buruk dan
berbelit-belit. Oleh karena itu, kondisi ini perlu segera diperbaiki guna mewujudkan
pelayanan prima bagi masyarakat (Khozin et al, 2023). Sebagai contoh di Kabupaten Bantul,
pernah terjadi kasus tindak pidana korupsi terkait infrastruktur pembangunan yang
melibatkan perangkat Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dengan
adanya kasus ini telah menambah daftar permasalahan pelayanan publik di wilayah Bantul
(Ratri, 2024). Kejadian ini semakin menekankan urgensi pembenahan sistem pelayanan
publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kinerja
birokrasi yang berfokus pada pelayanan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kalurahan Srihardono belum pernah
dilakukan pengukuran kualitas pelayanan dari persepsi masyarakat. Padahal menurut
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, mewajibkan unit penyelenggara pelayanan publik melakukan survei
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secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk menjadi dasar dalam melakukan
pengukuran kualitas pelayanan publik dari persepsi masyarakat yang objektif dan efektif
(Pasulu & Pali, 2021). Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam memberikan
penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, memotivasi unit penyelenggara
pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan mendorong
pengembangan layanan melalui berbagai inovasi (Maulani et al, 2024). Hasil dari survei
menjadi acuan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan unit penyelenggara pelayanan
publik serta menjadi dasar menyusun strategi perbaikan dan pengembangan mutu
pelayanan pada tahun berikutnya (Husin et al, 2024).

Masalah selanjutnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaran
pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono belum tersedia. Berdasarkan kebijakan
pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, mengharuskan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menyusun,
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik (Djufri et al., 2025). Selain itu,
sarana prasarana yang tersedia di kalurahan juga masih terbatas. Masalah-masalah ini
menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Kalurahan
Srihardono belum berjalan dengan optimal karena masih memiliki hambatan dalam
mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon
Pundong Kabupaten Bantul melalui survei yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyah & Arif, 2023), yang mana
penelitian ini bertempat dikantor kelurahan yang memiliki hasil survei kualitas paling
rendah dibanding dengan kelurahan lain. Kemudian penelitian ini juga memberikan
gambaran awal bahwa ketiadaan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) akan
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Penelitian ini penting dilakukan karena mutu pelayanan ditingkat kalurahan secara
langsung mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dan berperan dalam mendorong
terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses penyelenggaraan
pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono maupun kantor kalurahan yang lainnya
dalam mewujudkan lembaga pemerintahan yang berkualitas.
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Metodologi

Penelitian ini dilakukan di kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) Deskriptif kuantitatif yaitu konsisten
dengan variabel penelitian, fokus pada permasalahan dan fenomena yang sedang terjadi,
serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka yang bermakna. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menerima pelayanan di kantor Kalurahan
Srihardono selama bulan Desember 2024. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan teknik accidental sampling. Sampel diambil
menggunakan rumus Slovin menurut (Sugiyono, 2020) dengan toleransi kesalahan 5% (o =
0,05), sehingga setelah dihitung diperoleh sampel sebanyak 91 orang. Instrumen dalam
penelitian ini adalah berupa kuesioner yang disusun berdasarkan 5 (lima) dimensi model
SERVQUAL menurut Parasuraman, Zeithaml, & Berry (Harahap, 2024) yaitu bukti fisik
(Tangibles), kehandalan (Reliability), ketanggapan (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan
empati (Empathy). Teori ini dipilih karena lima indikator tersebut memiliki kesesuaian
untuk mengukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor Kalurahan
Srihardono secara menyeluruh. Masing-masing dimensi dijabarkan dalam beberapa sub-
indikator yang diukur dengan skala likert 4 poin yaitu tidak baik (1), kurang baik (2), baik
(3) dan sangat baik (4). Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan rumus
persentase. Hasil penilaian dari masing-masing indikator kualitas pelayanan dikategorikan
menurut interval yaitu tidak baik (0%-25%), kurang baik (26%-50%), baik (51%-75%) dan
sangat baik (76%-100%) (Riduwan, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Menciptakan layanan publik yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, karena
terdapat tantangan dan hambatan yang harus diatasi dalam upaya peningkatannya.
Mengingat banyaknya unsur-unsur yang mendukung dalam administrasi pelayanan
publik, tantangan dan hambatan tersebut merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu,
untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kalurahan Srihardono, peneliti mengukur
menggunakan 5 indikator utama kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, &
Berry, yaitu: (1) Bukti fisik (Tangibles) (2) Kehandalan (Reliability) (3) Ketanggapan
(Responsiveness) (4) Jaminan (Assurance) dan (5) Empati (Empathy).
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Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di Kalurahan
Srihardono akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Indikator Bukti fisik (Tangibles)

Indikator bukti fisik mencakup ketersediaan fasilitas fisik, sarana dan prasarana,
serta penampilan pegawai pemberi pelayanan. Pada indikator ini, peneliti menggunakan 3
(tiga) sub-indikator yang dijadikan pengukuran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Bukti Fisik

No Sub-Indikator Nilai (%)
1 Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana (tempat parkir, ruang tunggu, toilet, 79.95%
jaringan inter-net/wifi)
2 Kondisi ruang pelayanan kantor kalurahan 81.32%
3 Penampilan pegawai yang melayani 79.95%
Nilai Total 241.21%
Rata-rata 80.40%

Sumber: Hasil olah data primer

Berdasarkan tabel 1.1, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator bukti fisik
(Tangibles) pada pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono secara umum
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80.40%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
cenderung merasa sangat puas terhadap bukti fisik yang disediakan di kantor Kalurahan
Srihardono. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ariyadi et al, 2024) yang
menyatakan bahwa bukti fisik dalam pelayanan publik menjadi aspek pertama yang
menentukan kualitas atau kepuasan pelayanan dari persepsi masyarakat. Fasilitas tempat
parkir di Kantor Kalurahan Srihardono tersedia luas. Selain itu, adanya ruang tunggu,
toilet, tempat bermain anak, mushola serta fasilitas wifi yang tersedia bagi pengunjung
memberikan kontribusi positif terhadap penilaian bukti fisik kantor Kalurahan Srihardono.
Ketersediaan fasilitas memperoleh nilai sebesar 79.95%, yang berada sedikit dibawah nilai
rata-rata. Meskipun sarana prasarana tersedia, namun masyarakat menilai bahwa masih
terdapat peluang untuk melakukan perbaikan, misalnya meningkatkan fasilitas seperti
toilet yang bersih serta memperluas ruang tunggu agar masyarakat lebih nyaman. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nadilah & Jumiati, 2024), yang
menyatakan bahwa fasilitas, sarana dan prasarana yang terbatas di instansi desa dapat
menurunkan kenyamanan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa penampilan petugas pemberi pelayanan
sebagai wajah instansi belum menunjukkan profesionalisme. Sub-indikator terkait
penampilan pegawai memperoleh nilai yang sama dengan sub-indikator ketersediaan
fasilitas, sarana dan prasarana yaitu sebesar 79.95%. Temuan ini menunjukan bahwa
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pegawai perlu meningkatkan konsistensi dalam hal penampilan yang rapih, berseragam
dan dapat memberikan kesan profesional. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian (Ariyadi et al., 2024) yang menyebutkan bahwa pegawai yang berseragam dan
berpenampilan rapi menunjukkan profesionalisme dan juga sebagai alat untuk
membangun kepercayaan masyarakat. Meski demikian, masyarakat menilai bahwa kualitas
pelayanan di Kalurahan Srihardono dalam indikator bukti fisik (Tangibles) berada dalam
kategori “sangat baik”.

2. Indikator Kehandalan (Reliability)

Indikator kehandalan menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki petugas
dalam memberikan solusi atau menyelesaikan pelayanan dengan handal dan tepat. Pada
indikator ini peneliti menggunakan 3 (tiga) sub-indikator pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2. Rekap Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kehandalan

No Sub-Indikator Nilai (%)
Perlakuan pegawai pada saat melayani 97.80%
Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan 76.65%
Produk yang diberikan tidak ada kesalahan 77.47%

Nilai Total 251.92%
Rata-rata 83.97%

Sumber: Hasil olah data primer

Berdasarkan tabel 1.2, perlakuan pegawai pada saat melayani mendapat nilai tinggi
yaitu 97.80%, menunjukkan bahwa masyarakat merasa sangat puas terhadap pelayanan
yang diberikan oleh pegawai kalurahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sikap pegawai
dalam melayani masyarakat sangat baik dan mampu menciptakan kesan positif bagi
masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kalepo et al, 2021) yang
menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan pegawai serta persepsi masyarakat terhadap
sikap pegawai berdampak pada penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan publik.

Namun masih terdapat keluhan dari masyarakat jika proses pelayanan belum
diselesaikan dengan tepat waktu, dan produk yang diberikan belum tepat. Hal ini relevan
dengan kondisi dilapangan karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagai pedoman pelayanan di Kalurahan Srihardono. Tidak adanya SOP menjadikan
petugas tidak memiliki pedoman yang baku dalam alur kerja, batas waktu penyelesaian,
serta standar pelayanan yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lisye
Maningkue et al., 2022) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintahan, SOP membantu
kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih efisien dan
efektif. Masyarakat menilai bahwa secara keseluruhan tingkat kehandalan (Reliability) pada
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pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono dalam kategori “sangat baik”. Meskipun,
sub-indikator ketepatan waktu dan akurasi produk masih perlu diperbaiki guna
meningkatkan kehandalan pelayanan secara optimal.

3. Indikator Ketanggapan (Responsiveness)

Indikator ketanggapan merupakan tingkat kemampuan petugas untuk menanggapi
berbagai harapan, keinginan, aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait pemberian
pelayanan publik. Pada indikator ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) sub-indikator yang
terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 3. Rekap Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Ketanggapan

No Sub-Indikator Nilai (%)
Kesiapan pegawai menanggapi permintaan masyarakat 80.22%
Kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat 79.67%
Kesediaan pegawai membantu masyarakat 79.95%

Nilai Total 239.84%
Rata-rata 79.95%

Sumber: Hasil olah data primer

Berdasarkan tabel 1.3, nilai total dari 3 (tiga) sub-indikator ketanggapan adalah
239.84%, dengan rata-rata sebesar 79.95%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan, indikator ketanggapan (Responsiveness) dalam penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat berada dalam kategori “sangat baik”. Dapat disimpulkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan di Kalurahan Srihardono telah mampu memenuhi berbagai
keinginan, harapan, aspirasi serta tuntutan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa
sebagian besar masyarakat menilai petugas Kalurahan Srihardono sudah sangat siap,
bersedia dan tanggap dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat dan
tepat dengan upaya menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fazri & Susiani, 2021) yang menyatakan bahwa
ketanggapan adalah kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat
dan tepat kepada pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas. Kejelasan informasi
sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjamin masyarakat dapat
mengakses layanan dengan tepat dan efisien. Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian
(Paramitha et al, 2024) yang menegaskan pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dalam
menjelaskan informasi untuk menghindari kebingungan yang dapat menghambat proses
pelayanan dan menimbulkan kesalahpahaman antara pegawai dan masyarakat. Temuan
ini juga sejalan dengan penelitian (Mubalus & Nur, 2024) yang menyebutkan bahwa
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petugas merespon semua hal yang ditanyakan masyarakat dan memberi arahan terkait
pertanyaan-pertanyaan tersebut.

4. Indikator Jaminan (Assurance)

Indikator jaminan memiliki beberapa komponen antara lain komunikasi,
kredibilitas, keamanan, kompeten, dan sopan santun. Pada indikator ini peneliti
menggunakan 5 (lima) sub-indikator yang digunakan untuk pengukuran, yaitu:

Tabel 4. Rekap Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Jaminan

No Sub-Indikator Nilai (%)
1  Terjaminnya keamanan masyarakat pada saat menerima pelayanan 79.40%
2 Kejujuran pegawai dalam melayani masyarakat 77.75%
3  Kemampuan pegawai dalam berkomunikasi 79.95%
4  Keramahan pegawai saat melayani masyarakat 80.22%
5  Kesopanan pegawai dalam melayani masyarakat 80.49%

Nilai Total 397.80%
Rata-rata 79.56%

Sumber: Hasil olah data primer

Berdasarkan tabel 1.4, rata-rata nilai indikator jaminan adalah sebesar 79.56%, yang
menandakan bahwa kualitas pelayanan pada dimensi jaminan (Assurance) termasuk dalam
kategori “sangat baik”. Terbukti bahwa pegawai memberikan pelayanan dengan ramah,
sopan dan memberikan rasa aman. Memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan itu
sangat penting karena dapat memberikan kesan yang baik terhadap pegawai dan instansi.
Keramahan dan kesopanan pegawai dapat dilihat dari cara pegawai memberikan
pelayanan kepada masyarakat, baik dalam perkataan maupun tindakan. Namun demikian,
dari seluruh sub-indikator jaminan, kejujuran pegawai dalam melayani masyarakat
memperoleh nilai paling rendah dan berada dibawah rata-rata yaitu sebesar 77.75%.

Kondisi ini linear dengan pendapat salah satu responden yang terlibat dalam
penelitian ini yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kadang-kadang petugas terkait pertanahan tidak jujur. Pelayanan pertanahan ada
tulisannya gratis, tapi dibelakang kalau sudah selesai minta uang” (Responden no 80).

Hal ini mencerminkan masih adanya keraguan masyarakat terhadap integritas
pegawai. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Seitova et al., 2024) yang menyatakan
bahwa jaminan layanan sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap
pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan penyedia layanan sehingga menumbuhkan
kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat, artinya pegawai harus mampu bersikap
ramah, sopan, jujur dan kompeten dalam memberikan pelayanan agar dapat
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menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat serta menciptakan rasa nyaman
dan aman sebagai fondasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

5. Indikator Empati (Empathy)

Indikator empati merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan
perhatian yang tulus kepada penerima layanan dengan berupaya memahami kebutuhan
dan keinginan masyarakat. Pada indikator ini peneliti menggunakan 1 (satu) sub-indikator
yaitu:

Tabel 5. Rekap Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Empati

No Sub-Indikator Nilai (%)
1  Sikap pegawai dalam memahami kebutuhan masyarakat 84.07%
Nilai Total 84.07%

Sumber: Hasil olah data primer

Berdasarkan tabel 1.5, indikator empati dinilai melalui 1 (satu) indikator yaitu sikap
pegawai dalam memahami kebutuhan masyarakat. Nilai yang diperoleh pada indikator
empati (Empathy) yaitu sebesar 84.07%, menunjukkan bahwa hubungan antara pegawai
Kalurahan Srihardono dengan masyarakat terjalin dengan baik. Dengan perhatian yang
diberikan oleh pegawai dalam memahami kebutuhan maupun keinginan masyarakat,
maka masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh pegawai adalah prima. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kalurahan Srihardono “sangat baik”
jika dilihat dari indikator empati. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Rengifurwarin, 2020) yang menyebutkan bahwa indikator empati merupakan kesediaan
pemerintah untuk memberikan perlindungan, mendekati serta berusaha mengetahui
keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan
Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, berikut disajikan rangking data
berdasar 5 indikator kualitas pelayanan publik:

Tabel 6. Rekap Hasil Penilaian 5 (lima) Indikator Kualitas Pelayanan Publik

No Indikator Nilai (%)
1 Bukti fisik (Tangibles) 80.40%
2 Kehandalan (Reliability) 83.97%
3  Ketanggapan (Responsiveness) 79.95%
4  Jaminan (Assurance) 79.56%
5  Empati (Empathy) 84.07%

Total 407.95%
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No Indikator Nilai (%)
Rata-rata 81.59%

Sumber: Hasil olah data primer

Data yang disajikan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan
publik di kantor Kalurahan Srihardono memperoleh nilai sebesar 81.59%, yang tergolong
dalam kategori “sangat baik”. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada indikator
empati yaitu sebesar 84.07%. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pegawai sangat
peduli, memperhatikan dan memahami kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini
menekankan bahwa pendekatan interpersonal menjadi kekuatan utama dalam pelayanan
di kantor Kalurahan Srihardono.

Namun demikian, indikator ketanggapan dan jaminan memperoleh nilai paling
rendah dibanding indikator lainnya, masing-masing nilainya sebesar 79.95% dan 79.56%.
Nilai rendah pada indikator ketanggapan menunjukkan bahwa pegawai belum
sepenuhnya responsive dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap terhadap
kebutuhan maupun keluhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
(Liestyanti & Prawiraatmadja, 2021) yang menunjukkan bahwa ketanggapan merupakan
dimensi dengan kesenjangan terbesar dalam pelayanan publik, yang mencerminkan
ketidakpuasan masyarakat terhadap kecepatan dan inisiatif pegawai.

Sementara itu, rendahnya nilai pada indikator jaminan menunjukkan bahwa
masyarakat masih ragu terhadap kredibilitas, kompetensi, dan sopan santun pegawai.
Masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, penyampaian informasi yang lebih
jelas serta jaminan terhadap integritas pegawai. Faktor penyebab utama belum optimalnya
penyelenggaraan pelayanan publik di Kalurahan Srihardono yaitu belum tersedianya
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Sehingga pelayanan belum berjalan
dengan profesional dan seragam serta belum mampu memberikan rasa percaya dan
kepastian yang kuat bagi masyarakat.

Selain itu, indikator bukti fisik juga memperoleh nilai dibawah rata-rata (80.40%).
Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan
seperti toilet yang bersih, perluasan ruang tunggu agar lebih nyaman serta peningkatkan
konsistensi penampilan pegawai pemberi pelayanan agar lebih rapih dan memberikan
kesan profesional.

Secara keseluruhan, kualitas pelayanan yang diselenggarakan di kantor Kalurahan
Srihardono sudah berjalan dengan sangat baik, meskipun masih terdapat ruang untuk
melakukan perbaikan, terutama pada aspek ketanggapan dan jaminan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian (Bundith, 2024) yang menyatakan bahwa penelitian dengan
model SERVQUAL merupakan alat yang berharga dalam upaya berkelanjutan untuk
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mencapai keunggulan layanan, serta untuk melihat bagaimana strategi peningkatan
layanan berdampak pada persepsi kualitas dari waktu ke waktu.

Simpulan

Hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono
menunjukkan bahwa secara keseluruhan berada pada kategori “sangat baik”, dengan nilai
rata-rata sebesar 81,59% berdasarkan 5 (lima) dimensi SERVQUAL. Indikator Empati
mendapatkan skor tertinggi yaitu 84,07%, menunjukkan bahwa pegawai telah sangat
memperhatikan dan memahami kebutuhan maupun keinginan masyarakat. Disisilain,
indikator Ketanggapan (79,95%) dan indikator Jaminan (79,56%) memperoleh nilai paling
rendah, yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam hal menanggapi harapan,
keinginan, aspirasi dan tuntutan masyarakat, serta kejelasan informasi dan kepercayaan
masyarakat terhadap kompetensi dan integritas petugas pelayanan. Rendahnya nilai pada
indikator ini juga dipengaruhi oleh belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang menjadi acuan baku penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian,
pelayanan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul sudah berada dalam kategori “sangat baik”. Strategi yang dapat
dilakukan oleh kantor Kalurahan Srihardono untuk meningkatkan kualitas pelayanan
yaitu, segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
acuan penyelenggaraan pelayanan agar proses pelayanan menjadi lebih sistematis,
terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, memberikan pelatihan dan
pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kecepatan dalam
pelayanan, serta membangun kepercayaan dan konsistensi petugas pelayanan. Selain itu,
guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat, sarana dan
prasarana penunjang pelayanan, seperti ruang tunggu, toilet, dan jaringan informasi, harus
ditingkatkan. Petugas pemberi pelayanan juga harus bersikap jujur, adil, tidak membeda-
bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan, serta menyampaikan informasi secara
jelas, tepat dan akurat kepada masyarakat. Sebagai upaya perbaikan selanjutnya yaitu,
sebagaimana kebijakan yang diatur dalam PERMENPAN No. 14 Tahun 2017, Kalurahan
Srihardono harus melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur setidaknya satu
kali dalam satu tahun untuk mendapatkan umpan balik yang objektif dan menjadi dasar
menyusun strategi untuk perbaikan layanan ke depan.
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